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Edna Cynthia T (B11113575) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan 
Kerugian Bagi Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 
1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS) dibimbing oleh Bapak Muhadar selaku 
Pembimbing I dan Ibu Wiwie Heryani selaku Pembimbing II  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang 
mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam perkara putusan nomor 
1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS serta untuk mengetahui pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan putusan. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan 
memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu 
Pengadilan Negeri Makassar.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana pelaku didakwa 
dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo 
Pasal 51 ayat (2) UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik ; atau Kedua Pasal 378 KUHP. Dalam tuntutannya, 
Penuntut Umum menuntut pelaku bersalah atas dakwaan yakni Pasal 28 
ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan 
membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim 
dengan yakni menerapkan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat 
(2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
atau Pasal 378 KUHP untuk memidana pelaku. Sehingga penerapan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan 
sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu 
cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga 
kemasyarakatan yang tetap. 
Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat saat ini dalam 
berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. 
Penambahan peraturan itu tidak dapat dicegah karena masyarakat 
berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan keamanan 
bertambah baik walaupun jumlah pelanggaran peraturan tersebut semakin 
bertambah. 
Permasalahan yang muncul itu beragam mencakup masalah 
ekologi, ekonomi, politik, sosial. Masyarakat telah memanfaatkan 
teknologi dalam kehidupan sehari-hari salah satunya teknologi informasi 
dan teknologi komunikasi seperti telepon genggam, internet, dan media 
elektronik.  
Oleh karena semua orang sadar bahwa teknologi sangat 
membantu mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Internet 
adalah sebuah jaringan komputer yang terhubung dengan menggunakan 
suatu sistem standar global transmission control protocol/internet protocol 
suite(TCP/IP) yang digunakan sebagai protocol pertukaran paket dalam 
melayani miliaran pengguna yang terdapat diseluruh dunia. 
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Adanya internet membuat penggunanya semakin banyak dan 
semakin berkembang, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi seluruh 
dunia. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu dan 
pandangan dunia. 
Pada era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi 
satu sama lain nyaris tanpa batas-batas Negara dan wilayah. Pada abad 
21 yang diawali dengan revolusi informasi dengan membawa harapan 
pada kehidupan manusia yang lebih baik, lebih makmur dan sejahtera. 
Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah 
pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam 
suatu relasi tanggungjawab universal untuk menciptakan suatu 
masyarakat yang  “civilized society” dan “decent society”. Akan tetapi 
pada kenyataannya perkembangan tersebut justru menghadirkan 
kompleksitas permasalahan. 
Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti prostitusi, 
pembobolan ATM, pencurian data perusahaan, dan penipuan melalui 
transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen. Oleh sebab itu 
diperlukan hukum untuk mengaturnya. 
Untuk itu pemerintah Indonesia telah menyusun Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan 
semena-mena oleh masyarakat. Menurut O.C Kaligis (2012 :3): 
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“Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (a tool of social 
engineering) harus dapat digunakan untuk memberi jalan terhadap 
perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap 
perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu pengaturan 
ahli teknologi sebagai tolak ukur kemajuan Negara miskin dan 
berkembang harus dapat diatur dalam hukum tersendiri”. 
Pada zaman dahulu, perdagangan hanya dapat dilakukan bertatap 
muka, penjual dan pembeli bertransaksi langsung. Seiring dengan 
berkembangnya teknologi, penjual dan pembeli dapat melakukan 
transaksi tanpa bertemu langsung. Banyak masyarakat di sekitar kita 
memanfaatkan media elektronik untuk memasarkan barang/jasa secara 
online. Dari perusahaan besar sampai penjualan rumah sudah 
menggunakan media elektronik untuk memasarkan dagangannya. 
Sehingga banyak orang yang mengalami kasus penipuan melalui 
transaksi elektronik sehingga masyarakat perlu waspada akan hal ini 
sehingga pelaku tidak mudah melakukan aksinya. 
Kejelasan dari toko-toko di media elektronik patut dipertanyakan 
baik dari segi kualitas maupun keabsahan toko tersebut, sebab peluang 
dalam melakukan tindak kejahatan sangat besar dan sangat mungkin 
terjadi. 
Contoh yang terjadi di Kota Makassar, pelaku melakukan penipuan 
berupa penjualan tiket pesawat. Awalnya terdakwa  chatting dengan 
korban melalui media sosial LINE. Saat itu korban mempertanyakan kode 
booking yang telah dikirim oleh terdakwa sebelumnya dan mengatakan 
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apakah kode booking tersebut sudah issued atau belum lalu terdakwa 
mengatakan bahwa kode booking tersebut belum issued karena kode 
booking tiket pesawat yang dipesan belum dibayar dan terdakwa juga 
menjelaskan bahwa kode booking tersebut bisa di issued apabila saksi 
korban telah melunasi pembayaran tiket yang dipesan.  
Selanjutnya dalam chattingan tersebut, terdakwa meminta untuk 
melunasi kode booking tiket yang telah dipesan dan apabila tiket tersebut 
telah dilunasi oleh saksi korban terdakwa menjanjikan kepada saksi 
korban untuk meng-issued kode booking tersebut paling cepat hari 
minggu dan paling lambat pada hari senin.  
Dalam chattingan tersebut, terdakwa kemudian mengirimkan nomor 
rekening kepada saksi korban, dimana terdakwa meminta kepada saksi 
korban untuk melakukan transfer di nomor rekening tersebut dan pada 
hari itu juga saksi korban langsung melakukan transfer ke nomor rekening 
yang telah diberikan terdakwa. 
Keesokan harinya saksi korban kemudian mengirimkan chattingan 
melalui LINE kepada terdakwa tetapi chattingan melalui LINE yang 
dikirimkan saksi korban kepada terdakwa tidak pernah dibalas lagi oleh 
terdakwa. 
Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban sebagai konsumen 
menderita kerugian yang sangat besar.  
Oleh karena itu, dalam kasus ini membuat penulis ingin mengetahui 
bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan bagaimanakah 
pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi 
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elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen (Studi Kasus 
Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan 
kerugian Bagi Konsumen dalam perkara putusan nomor 
1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Merugikan 
Konsumen dalam perkara putusan nomor 1511/Pid.Sus/2016/ 
PN.MKS 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan 
putusan perkara nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
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a. Dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal pengalaman serta 
pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana 
penipuan melalui transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian 
bagi konsumen. 
b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi praktis hukum, 
khususnya dalam tindak pidana penipuan melalui transaksi 

































A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “Strafbaar feit”. 
Pembentuk undang-undang kita menggunakan perkataan “strafbaar feit” 
tanpa tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian 
“strafbaar feit” tersebut. 
Amir Ilyas (2012 : 19)menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa 
Belanda disebut Strafbaarfeit, yang terdiri atas 3 kata, yaitu straf, baar dan 
feit. Yang masing-masing memiliki arti: 
a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum  
b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan 
 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana. 
Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut delict yang artinya 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana) 
Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-
beda pula mengenai istilah strafbaar feit, antara lain sebagai berikut (E. Y 
Kanter dan S.R. Sianturi, 2012 :205) 
a. Simons merumuskan “Een Strafbaar Feit” adalah suatu handeling 
(tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana dengan undang-
undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatic) dilakukan 
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dengan kesalah oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. 
Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : 
unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/ 
diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu. Dan unsur 
subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan 
bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak. 
b. Van Hamel merumuskan bahwa ‘’strafbaar feit” itu sama dengan 
yang dirumuskan simons, hanya ditambahkan dengan kalimat 
“tindakan mana yang bersifat dapat dipidana”. 
c. Vos merumuskan “strafbaar feit”  adalah suatu kelakuan (gedraging) 
manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan 
pidana. 
d. Pompe merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran 
kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku 
yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar 
untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin 
kesejahteraan umum. 
E. Y Kanter dan S. R Sianturi (2012 : 204) menjelaskan bahwa 
istilah strafbaar feit, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
sebagai berikut: 
a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum 
b. Peristiwa pidana 
c. Perbuatan pidana, dan: 
d. Tindakan pidana 
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Perundang-undangan Indonesia telah menggunakan keempat istilah 
tersebut di dalam berbagai undang-undang yang telah diberikan 
perumusan istilah.  
Beberapa sarjana Indonesia juga menggunakan beberapa atau salah 
satu dari istilah tersebut di atas yang kemudian telah dibagi menjadi 5 
kelompok oleh (Amir Ilyas, 2012 : 19) sebagai berikut: 
Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 
32), Rusli Efendi (1981 : 46), Utrecht (Sianturi 1986 : 206) dan lain-
lainnya 
Ke-2 : “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljatno (1983 : 54) dan lain-
lain  
Ke-3 : “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J. Van 
Schravendijk (Sianturi 1986 : 206) dan lain-lainnya 
Ke-4 : “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986 : 55), 
Soesilo (1976 : 26) dan S.R Sianturi (1986 : 204) dan lain-lainnya 
Ke-5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid  (1981 : 146) dan  
Satochid  Karta Negara (tanpa tahun : 74) dan lain-lainnya 
Dari istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana, masing-masing 
memiliki pengertian tersendiri atas isitilah tersebut, diantaranya ialah: 
a. Menurut Moeljatno (2009 : 59), pengertian tindak pidana yang 
menurutnya diistilakan dengan perbuatan pidana adalah:  
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
yang melanggar aturan tersebut. 
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b. Menurut Andi Hamzah (Moeljatno, 2009 : 19), pengertian tindak 
pidana yang menurutnya diistilahkan dengan delik adalah: 
“Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang (pidana) 
c. Menurut S.R Sianturi (Moeljatno, 2009 : 22), perumusan tindak 
pidana adalah:  
“Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan 
keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan 
kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab) 
d. Menurut Bambang Poernomo (Moeljatno, 2009 : 25), perbuatan 
pidana adalah sebagai berikut: 
“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu 
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa 
yang melanggar larangan tersebut. 
e. Menurut R. Tresna (E.Y Kanter & S.R Sianturi, 2012 : 208-209), 
peristiwa pidana adalah: 
“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, 
terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman  
f. Menurut Wirjono Prodjodikoro (E.Y Kanter & S.R Sianturi, 2012 : 
209), merumuskan tindak pidana adalah tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan 
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pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan “subject” tindak 
pidana. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana 
dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pergantian 
strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah 
hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht dan privaatrecht dari 
bahasa Belanda.  
Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan hukum 
pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, 
yakni: 
1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam 
pidana, artinya KUHP memuat syarat-syaratyang harus dipenuhi 
yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi seolah-
olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada penegak 
hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang 
dapat dipidana. 
2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi yang akan diterima 
oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Unsur-unsur strafbaar feit menurut Van Hamel sebagaimana yang 
dikutip oleh Andi Zainal Abidin Farid (2010 : 225) meliputi perbuatan. 
Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (Asas Legalitas) yang 
mungkin dapat disejajarkan dengan Tatbestand dalam hukum pidana 
Jerman. Melawan hukum artinya bernilai atau patut dipidana yang 
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mungkin sejajar dengan subsocialiteit atau het subsociale ajaran M.P. Vrij, 
atau barangkali sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum materil yang 
akan diuraikan berikut: kesengajaan, kealpaan, kelalaian, dan 
kemampuan bertanggungjawab. 
Unsur-unsur tindak pidana, diantaranya: 
a. Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi (2012 : 211) tindak pidana 
mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu: 
1) Subjek 
2) Kesalahan 
3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan 
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 
pidana;dan 
5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) 
b. Menurut Moeljatno (2009 : 69) unsur atau elemen perbuatan pidana 
adalah: 
1) Kelakuan atau akibat  
2) Hak ikhwal atau keadaan tertentu 
3) Hak ikhwal tambahan tertentu 
4) Sifat melawan hukum 
5) Unsur melawan hukum objektif (keadaan lahir) 
6) Unsur melawan hukum subjektif (keadaan batin yang 
bersangkutan) 
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c. Menurut Amir Ilyas (2012 : 28), tindak pidana adalah setiap 
perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Ada perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik) 
2) Ada sifat melawan hukum (Wederrechtelijk) 
3) Tidak ada alasan pembenar 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi ke dalam 3 
(tiga) buku yakni buku I mengenai peraturan umum yang berisi asas-asas 
hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana yang masuk dalam 
kelompok kejahatan, dan buku III memuat tentang pelanggaran. 
Pada buku II dan buku III KUHP ada unsur yang disebutkan dalam 
setiap rumusannya. Dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana (Adami 
Chazawi 2002 : 82), yaitu: 
a. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang 
b. Unsur mengenai objek tindak pidana  
c. Unsur objek tindak pidana 
d. Unsur sifat melawan hukum 
e. Unsur kesalahan 
f. Unsur akibat konstitutif 
g. Unsur keadaan yang menyertai 
h. Unsur syarat-syarat tambahan untuk memperberat pidana 
i. Unsur syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidana 
j. Unsur syarat-syarat tambahan untuk dituntut pidana 
k. Unsur syarat-syarat tambahan untuk memperingan pidana 
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Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-
unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu Unsur-
Unsur Objektif dan Unsur-Unsur Subjektif (P.A.F Lamintang, 1997 : 193). 
a. Unsur Subjektif  
Menurut P.A.F Lamintang (1997 : 193) unsur-unsur subjektif adalah:  
“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 
diri dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu 
yang terkandung di dalam hatinya.  
 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa) 
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan dan lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP 
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP 
 
Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak 
ada kesalahan” (An act does not make a person quilty unless the mind is 
quilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud 
dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). 
1. Kesengajaan (dolus) 
Dalam Crimineel weetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) tahun 1809, pengertian kesengajaan adalah: 
“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan 
perbuatan-perbuatang yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-
undang (Laden Marpaung, 2009 : 13). 
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Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, sebagai berikut: 
a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) 
c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis) 
2. Kealpaan (culpa) 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 
Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu : 
a. Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran) 
b. Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan kesadaran 
Simons menerangkan “kealpaan” tersebut adalah : (Leden Marpaung, 
2009 : 9) 
“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian yaitu, tidak berhati-hati 
melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan 
itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih 
mungkin juga akan terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui 
bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang 
undang-undang. 
Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu 
meskipun ia telah mengetahui atau telah menduga akibatnya. Dapat 
diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. 
Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. 
Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga 
lebih dahulu”itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang 
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keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan yang diancam dengan 
hukuman, terdapat kalau pelaku dapat mengetahui kalau keadaan-
keadaan itu tidak ada. 
Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan menjadi dua yaitu: 
a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini pelaku 
telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi 
walaupun ia berusaha mencegah, tetap juga timbul akibat tersebut. 
b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku 
tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat 
yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia 
harusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat (Leden 
Marpaung, 2009 : 9). 
b. Unsur Objektif 
Menurut P.A.F Lamintang (1997 : 193), unsur objektif sebagai berikut: 
“Unsur-unsur objektif adalah unsure yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan yang mana tindakan-tindakan 
dari pelaku itu harus dilakukan.” 
Menurut P.A.F Lamintang (1997 : 194), unsur objektif dari suatu tindak 
pidana adalah: 
1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelicjkheid.  
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan 
Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari: 
1. Perbuatan manusia, berupa: 
a. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
17 
b. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan 
2. Akibat (result) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau 
merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak 
milik, kehormatan dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
 
B. Tindak Pidana Penipuan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 
Penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan 
yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya yang dengan maksud 
untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan 
merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke 
dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 
Pengertian penipuan tersebut memberikan gambaran bahwa tindakan 
penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau 
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berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri 
dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil 
maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang 
dari jabatannya. 
Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari 
Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Bedrog yang oleh banyak ahli 
diterjemahkan sebagai penipuan atau ada juga yang menerjemahkan sebagai 
perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua 
pengertian, yakni: 
a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan 
dalam Bab XXV KUHP. 
b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan 
dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP 
(bentuk khususnya). 
Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: 
“Barang siapa yang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu  
atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan 
karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya 
memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan 
piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun.” 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 
Andi Hamzah (2010 : 110) dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik 
Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, memakai istilah delik untuk 
strafbaar feit dan bukan tindak pidana. Dalam bukunya tersebut dijelaskan 
tentang unsur-unsyr tindak pidana penipuan sebagai berikut: 
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Bagian inti delik (delicts bestanddelen) penipuan ialah: 
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
b. Secara melawan hukum 
c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 
muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong 
d. Menggerakan orang lain 
e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk member utang 
ataupun menghapus piutang 
 
Jika ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
yang berarti ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Perbuatan itu 
dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak 
mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad Tahun 
1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal 
baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. 
Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki 
martabat seperi kyai,camat,kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu 
muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah 
kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, 
pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan. 
Misalnya cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, sedangkan 
orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, meminta uang 
untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan penerimaan 
pegawai.  
Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki 
orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. 
Untuk member utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari 
inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya 
bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang) 
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C. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
1. Pengertian Informasi Elektronik  
Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE, menyebutkan: 
“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, elektronik data interchange (EDC), surat elektronik 
(electronic mail), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, kode 
akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” 
 
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi 
elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan 
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum 
Acara yang berlaku di Indonesia (O.C Kaligis, 2012 : 4) 
Pengecualian mengenai Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang 
sah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, yang menyatakan 
bahwa informasi elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang 
sah, apabila surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis 
meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang digunakan 
untuk proses penegakkan hukum perdata, pidana dan administrasi 
Negara dan surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus 
dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat 
pembuat akta. 
Terkait e-commerce, Pasal 9 secara jelas mengatur bahwa pelaku 
usaha yang menawarkan produk melalui sitem elektronik harus 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 
kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Informas yang lengkap 
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dan benar maksudnya adalah informasi yang memuat identitas serta 
status subjek hukum beserta kompetensinya, baik sebagai produsen, 
pemasok, penyelenggara, maupun perantara dan informasi lain yang 
menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, 
dan deskripsi barang/jasa (O.C Kaligis, 2012 : 4). 
2. Pengertian Transaksi Elektronik 
Pada Pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan: 
“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik 
lainnya. 
 
Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup 
ataupun privat. Hal ini harus didukung oleh itikad baik dari para pihak yang 
melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi.  
Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 17 UU ITE (O.C Kaligis, 2012 : 5). 
Pasal 19 UU ITE juga secara jelas mengatur bahwa para pihak yang 
melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik 
yang disepakati. Dalam hal ini, mencakup mengenai prosedur yang 
terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan.  
Dalam sebuah transaksi elektronik, transaksi tersebut terjadi pada saat 
penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan 
disetujui penerima. Atau dengan kata lain, transaksi tersebut terjadi pada 
saat kesepakatan para pihak, hal ini dapat berupa, antara lain 
pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi atau sandi 
(password). Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus 
dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik Pasal 20 (O.C 
Kaligis, 2012 : 4). 
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3. Pengertian Media Elektronik 
Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik” 
yang dalam Kamus Bahasa Indonesia (Tanti Yuniar, 2009 : 400), media 
berarti sarana atau alat berupa sarana komunikasi seperti Koran, majalah, 
televisi, siaran radio, telepon, internet, yang terletak diantara dua pihak 
sebagai perantara atau penghubung.  
Sedangkan elektronik dalam Wikipedia (13 Maret 2013) yaitu kajian 
dan penggunaan perangkat elektrik yang beroperasi dengan kawalan 
aliran electron.  
Media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan 
teknologi elektronik dan teknologi mekanik untuk dicapai pengguna seperti 
radio, televisi, konsol permainan, komputer, telepon dan lain-lain. Isilah ini 
merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang 
meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan 
elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik 
yang familier bagi pengguna umum antara lain rekaman video, rekaman 
audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat 
berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru berbentuk digital 
(Wikipedia, 13 Maret 2013). 
4. Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana Menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektonik 
Klarifikasi tentang perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan 
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut 
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mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus 
kejahatan tradisional sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Seperti pada Pasal 27 UU ITE yang mengatur masalah pelanggaran 
kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan 
dan pengancaman. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut: 
Pasal 27 
1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransimisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan  
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransimisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan perjudian 
3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransimisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 
4) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransimisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
pemerasan dan/atau pengancaman 
 
Pasal 27 UU ITE di atas menjelaskan perkembangan modus kejahatan 
dan/atau pelanggaran dengan media elektronik atau internet (dalam 
bentuk informasi atau dokumen elektronik) 
Pada Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perlindungan konsumen dan 
kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). 
Pengaturan tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan media 
elektronik merupakan hak yang sangat beralasan mengingat banyak 
transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media 
24 
elektronik baik penjual atau pembeli tidak pernah bertemu satu sama 
lainnya, sehingga rawan terjadinya tindak pidana.  
Di sisi lain pengaturan mengenai kebencian berdasrkan SARA di 
media eletronik sangatlah dibutuhkan Indonesia saat ini mengingat 
semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akun jejaring sosial yang 
bebas dalam berpendapat sehingga sangat rentan untuk menimbulkan 
konflik. Perkataan-perkataan rasis merupakan hal yang sangat sensitif 
mengingat Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas 
yang cukup tinggi telah menjadikan SARA sebagai salah satu produk 
konflik yang sangat mudah tersulut.  
Pasal 28 
1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam transaksi Elektronik  
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) 
 
Pasal 29 UU ITE pengaturan mengenai adanya ancaman yang sering 
dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan 
media elektronik.  Perkembangan media elektronik sangat memudahkan 
bagi seseorang untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
Pasal 29 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang 
ditujukan secara pribadi. 
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Konstruksi pasal 30 UU ITE dengan jelas menyebutkan bahwa 
tindakan seseorang terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan 
untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik dan/atau upaya 
pembobolan, penerobosan, dan penjebolan yang melanggar atau 
melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlanggar.  
Pasal 30 
1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik 
orang lain dengan cara apapun. 
2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum 
mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara 
apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik. 
3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara 
apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol 
sistem keamanan. 
 
Pasal 31 mengisyaratkan legalitas hukum tindakan penyadapan 
khususnya terhadap maraknya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh 
lembaga penegak hukum, lebih khususnya tindakan penyadapan yang 
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas 
korupsi. 
Dalam praktik-praktik Negara di dunia, penyadapan hanya mungkin 
dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam konteks tugas yang 
diemban padanya. Akan tetapi UU ITE belum secara khusus 
menyebutkan lembaga penegak hukum yang mana yang dapat 
melaksanakan otoritas tersebut. Oleh karena itu, amanah penentuan 
lembaga penegak hukum yang memiliki otoritas untuk melakukan 
penyadapan, baik dala UU ITE maupun Undang-Undang Telekomunikasi 
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harus dirumuskan dan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah 
(PP) yang hingga saat ini belum dikeluarkan. 
Pasal 31 
1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan huku 
melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik tertentu milik orang lain. 
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum 
melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di 
dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektroni tertentu milik 
Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun 
maupun yang menyebabkan adanya Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang sedang ditransimisikan. 
3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakkan hukum 
atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak 
hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara intersepsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) siatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). 
 
Pada Pasal 32 dan 33 UU ITE mengatur tentang perlindungan 
suatu informasi dan suatu dokumen elektronik baik milik orang lain 
maupun milik public yang bersifat rahasia (confidential).  
Pasal 32  
1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
dengan cara apapun mengubah, menambah,mengurangi, 
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik milik Orang lain atau milik public. 
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa melawan hukum dengan 
carab apapun memindahkan atau mentransfer  Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain 
yang tidak berhak. 
3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang 
mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses 






Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem 
Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak 
bekerja sebagimana mestinya. 
 
Lebih lanjut, Pasal 34 hingga pasal 37 UU ITE merupakan penekanan 
(supporting idea) terhadap bunyi Pasal 27 hingga 33 UU ITE yang 
merupakan kategori perbuatan yang dilarang, dengan pengecualian pada 
Pasal 34 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa bukan tindak pidana 
jika ditujukan untuk melakukan tindak penelitian, penguijian sistem 
elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan 
tidak melawan hukum. 
Pasal 34 
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, menjual, menadakan untuk digunakan, mengimpor 
mendistribusikan menyediakan atau memilik: 
a. Perangkat keras atau perangkat lunak peringkat lunak Komputer 
yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk 
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 
sampai dengan Pasal 33; 
b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan 
itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses 
dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. 
2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak 
pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, 
pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik 
itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. 
 
Pasal 35 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulas, penciptaan, perubahan, penghilangan, 
pengrusakan Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut 





Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai 
dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.  
 
Pasal 37 
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 
dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 
Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang 
berada di luar wilayah yuridiksi Indonesia. 
 
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus semata-mata 
berdasarkan keadilan tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukum 
melainkan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. 
Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu 
putusan. Pasal 51 Racangan KUHP Tahun 1999-2000 menjelaskan 
faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan. Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan 
tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu 
hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringakan dan 
memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan 
KUHP baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126. 
Menurut Leden Marpaung (1992 : 406) putusan adalah : 
Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai 
dengan sematang-matangnya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. 
Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-
rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli 
bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang 




1. Alasan Yang Meringankan Pidana 
Adapun alasan peringanan pidana yang terdapat dalam KUHP adalah 
sebagai berikut: 
a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy) 
Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP, yang memutuskan: 
“Jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum 
hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.” 
b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan. 
Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP, yang menentukan: 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan. 
Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) KUHP, yang menentukan:  
“maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu itu, 
dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
Hal-hal yang memperingan pidana juga terdapat dalam rancangan KUHP 
Nasional yang menentukan sebagai berikut: 
Pidana diperingan dalam hal: 
a. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu 
berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi masih dibawah 18 
(delapan belas) tahun. 
b. Seseorang mencoba melakukan atau membantu melakukan 
terjadinya tindak pidana. 
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c. Seseorang telah melakukan tindak pidana dengan sukarela atau 
menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. 
d. Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana. 
e. Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela 
member ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan 
akibat perbuatannya. 
f. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan 
jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari 
keadaan pribadi atau keluarganya. 
2. Alasan Yang Memberatkan Pidana 
Alasan pemberatan pidana berdasarkan KUHP adalah sebagai berikut: 
a. Dalam hal concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 
Pasal 66 KUHP yang menentukan: 
Pasal 65 
1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus 
dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-
masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama 
yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan. 
2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah hukuman yang 
tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih 
dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan 
sepertiganya. 
 
Pasal 66  
1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus 
dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-
masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama 
yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi 
jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali 
ditambah dengan sepertiganya. 
2) Hukuman denda dalam hal ini dihitung menurut maksimum hukuman 
kurungan pengganti denda, yang ditentukan untuk perbuatan itu. 
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b. Dalam hal recidive, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Hal-
hal yang memberatkan juga terdapat dalam rancangan KUHP Nasional 
yang berbunyi sebagai berikut: 
Pidana diperberat dalam hal: 
a) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang 
khusus ditentukan oleh peraturan perundang-udangan atau pada 
waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, 
kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena 
jabatannya. 
b) Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan 
bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambing Negara 
Republik Indonesia. 
c) Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan 
keahlian atau profesinya. 
d) Orang dewasa melakukan tindak pidana sama dengan anak 
dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. 
e) Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan 
kekerasan atau dengan cara yang kejam.  
f) Tindak pidana dilakukan pada waktu ada hura-hura atau bencana 
alam. 
g) Tindak pidana dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan 
bahaya. 







A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum kota Makassar. Lokasi 
penelitian ini dipilih penulis adalah Pengadilan Negeri Makassar, 
mengingat perkara Nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS diputus di 
Pengadilan Negeri Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam 
penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). 
Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas yang ada di dalam 
putusan nomor 1511/Pid.Sus/ 2016/PN.Mks. 
Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara 
berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum 
dan ditarikkesimpulan yang bersifat khusus). 
Dalam kaitan dengan hukum normatif, ada beberapa pendekatan yaitu: 
1. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 
Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
Pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai aturan hukum 
terhadap yang berkaitan dengan berbagai aturan hukum yang 
menyangkut putusan nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.Mks. 
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2. Pendekatan konsep (conceptual approach) 
Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep hukum hakim 
dalam memutuskan pokok perkara nomor 1511/Pid.Sus/ 
2016/PN.Mks. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data ini dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian pustaka 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal yang akan diteliti, berupa buku dan literature-
literature yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini data yang 
diambil juga berasal dari dokumen-dokumen penting dan dari peraturan 
perundang-undangan. 
2. Penelitian lapangan 
Dalam hal penelitian di lapangan akan ditempuh dengan cara: 
a. Observasi adalah mengumpulkan data di lapangan dengan cara 
pengamatan secara langsung. 
b. Melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar. 
 
D. Analisis data 
Data yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari penelitian di 
lapangan. Analisis kualitatif yaitu metode analisis yang mengelompokkan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan 
Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian 
Bagi Konsumen dalam perkara putusan nomor 
1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS 
 
1. Posisi Kasus  
Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu-
waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di kantor saksi korban Pr. 
ANDI ADRIANA RAZAK Alias RIA Binti Ir. ANDI ABD. RAZAK di Jalan 
Urip Sumoharjo No 227 Kota Makassar, dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang dilalukan dengan 
cara-cara : 
Bahwa terdakwa Ade Anggara Alias Ade Bin Basri Mahmud chatting 
dengan saksi korban melalui LINE. Saat itu saksi korban Andi Adriana 
Razak Alias Ria Binti Ir. H. Andi Abd Razak mempertanyakan kode 
booking yang telah dikirim oleh terdakwa sebelumnya dan mengatakano= 
apakah kode booking tersebut sudah ISSUED atau belum lalu terdakwa 
mengatakan kode booking tersebut belum ISSUED karena kode booking 
tiket pesawat yang dipesan belum dibayar dan terdakwa juga menjelaskan 
bahwa kode booking tersebut bisa di ISSUED apabila saksi korban telah 
melunasi pembayaran tiket yang telah dipesan. Selanjutnya dalam 
chattingan tersebut, terdakwa meminta untuk melunasi kode booking yang 
telah dipesan dan apabila kode booking tersebut telah dilunasi oleh saksi 
korban Pr. ANDI ADRIANA, terdakwa menjanjikan kepada saksi korban 
untuk meng-ISSUED kode booking tersebut paling cepat hari minggu 
tanggal 6 Maret 2016 dan paling lambat hari senin 7 Maret 2016.  
 
Dalam chattingan tersebut, terdakwa kemudian mengirimkan nomor 
rekening kepada saksi korban yaitu nomor rekening atas nama 
FIRMANSYAH RAHMAT dengan nomor rekening : 152-001-359-9473 
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pada Bank Mandiri dan nomor rekeningatas nama ADE ANGGARA 
dengan nomor rekening : 8315008031 atas nama ADE ANGGARA pada 
Bank BCA, dimana terdakwa meminta kepada saksi korban untuk 
melakukan transfer di nomor rekening tersebut dan pada hari itu juga yaitu 
pada tanggal 4 Maret 2016, saksi korban langsung melakukan transfer ke 
Nomor Rekening yang telah diberikan oleh terdakwa. Keesokan harinya 
yaitu pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2016, saksi korban kemudian 
mengirimkan chatting melalui LINE kepada terdakwa tetapi chatting 
melalui LINE yang dikirm oleh saksi korban kepada terdakwa tidak pernah 
dibalas oleh terdakwa. 
Keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2016, saksi 
korban kemudian mengirimkan chattingan melalui LINE kepada terdakwa 
tetapi chatting melalui LINE yang dikirim oleh saksi korban kepada 
terdakwa tidak pernah lagi dibalas lagi oleh terdakwa. 
Bahwa transfer uang dari saksi korban ANDI ADRIANA RAZAK Alias RIA 
Binti Ir.H. ANDI ABD RAZAK yang dikirim dari rekening Bank Mandiri 
dengan nomor rekening : 174000313718 atas nama ANNISA yang 
diterima oleh terdakwa adalah sebagai berikut: 
a. Pada hari jumat tanggal 4 Maret 2016 pukul 14:32 wita, saksi korban 
mentransferkan uang kepada terdakwa melalui internet banking sejumlah 
Rp 74.500.000 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank 
Mandiri dengan nomor rekening : 152-001-359-9473 atas nama 
FIRMANSYAH RAHMAT  
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b. Pada hari jumat tanggal 4 Maret 2016 pukul 14:35 wita, saksi korban 
mentransferkan uang kepada terdakwa melalui internet banking sejumlah 
Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 
: 8315008031 atas nama ADE ANGGARA 
Bahwa sampai saat ini, tiket yang dipesan oleh saksi korban tidak ada dan 
uang yang sudah ditransferkan oleh saksi korban kepada terdakwa belum 
dikembalikan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pr. ANDI 
ADRIANA RAZAK Alias RIA Binti Ir. H. ANDI ABD RAZAK sebagai 
konsumen menderita kerugian sebesar Rp 84.500.000.- (delapan puluh 
empat juta lima ratus ribu rupiah). 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum 
yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 
berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.  
A.Karim Nasution (1972 : 75) dakwaan adalah suatu surat atau akta 
yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang 
sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan 
yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang 
bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. 
Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa syarat formil suatu dakwaan 
meliputi: 
a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut 
umum pembuat surat dakwaan 
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b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa 
yang meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat 
tinggal, agama dan pekerjaan; 
Sementara syarat materiil suatu dakwaan antara lain: 
a. Tindak pidana yang dilakukan 
b. Siapa yang melakukan tindak pidana 
c. Dimana tindak pidana dilakukan 
d. Kapan tindak pidana dilakukan 
e. Bagaimana tindak pidana dilakukan 
f. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil) 
g. Akibat yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana 
tersebut (delik-delik tertentu) 
h. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan; 
Kasus perkara tindak pidana penipuan melalui  transaksi elektronik 
dengan nomor register perkara : PDM-642/Mks/Euh.2/08/2016 yang 
dilakukan oleh terdakwa Ade Anggara oleh Jaksa Penuntut Umum Hj. 
Muliaty Lahang SH. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni sebagai 
berikut : 
Pertama : Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU RI 
No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Kedua : Pasal 378 KUHP  
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang 
bukti yang diajukan di persidangan, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
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dalam nomor Register Perkara PDM-642/Mks/Euh.2/08/2016 tertanggal 
18 Agustus 2016 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:  
a. Menyatakan Terdakwa Ade Anggara Alias Ade Bin Basri Mahmud, 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 
28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan 
Pertama 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Anggara Alias Ade 
Bin Basri Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, 
Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Subsidair 2 
(dua) bulan penjara 
c. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar print out Internet Banking pengiriman uang pembelian 
tiket pesawat 
- 1 (satu) print out Rekening Koran pengiriman uang pembelian tiket 
pesawat 
- 2 (dua) lembar print transaksi internet banking pengiriman uang 
pembelian tiket pesawat 
- 2 (dua) lembar print screen pelapor dengan LK Ade Anggara via 
media sosial LINE  
- 1 (satu) lembar Print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan No 
Rekening 152-001-359-9473 atas nama Firmansyah Rahmat 
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Tetap terlampir dalam berkas perkara 
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri an. Firmansyah Rahmat, warna 
putih hitam, No Seri 4617008102768108  
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA No Rekening 5315008031 an Ade 
Anggara warna kuning dengan Nomor Seri 6019002640127256  
Dikembalikan kepada yang berhak 
- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung J7 warna hitam type/model 
SM-J700F menggunakan SIM Card AS 085398859610, IMEI 
352847072112707 dan IMEI 352846072112709 
- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung model GT-E1272 warna 
putih IMEI 1: 358305/06/082017/3 dan IMEI 2: 358306/06/082017/1 
menggunkan Sim Card AS 085235604898 dan Sim Card Simpati 
081245505886 
Dirampas untuk dimusnahkan 
d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) 
4. Amar Putusan  
MENGADILI 
Dalam perkara Nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS, hakim 
memutuskan : 
a. Menyatakan Terdakwa Ade Anggara Alias Ade Bin Basri Mahmud 
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan 
Melalui Transaksi Elektronik yang Mengakibatkan Kerugian 
Bagi Konsumen” 
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b. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut dengan pidana 
penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 
dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan  
c. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 
e. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar print out Internet Banking pengiriman uang 
pembelian tiket pesawat 
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran pengiriman uang 
pembelian tiket pesawat 
- 2 (dua) lembar print screen Transaksi Internet Banking 
pengiriman uang pembelian tiket pesawat 
- 2 (dua) lembar print screen percakapan pelapor dengan LK. 
Ade Anggara Via Media Sosial LINE 
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan 
No Rekening 152-001-359-9473 atas nama FIRMANSYAH 
RAHMAT 
Tetap terlampir dalam berkas perkara 
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri an. Firmansyah Rahmat, 
warna putih hitam No seri 4617008102768108 
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- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA No Rekening 8315008031 an. 
Ade Anggara warna kuning dengan Nomor Seri 
6019002640127256 
Dikembalikan kepada yang berhak 
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung J7 warna hitam 
Type/Model SM-J700F menggunakan SIM Card AS 
085398859610 IMEI 352847072112707 dan IMEI 
352846072112709 
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung model GT-E1272 
warna putih IMEI 1: 358305/06/082017/3 dan IMEI 2: 
358306/06/082017/1 menggunakan SIM Card As 
085235604898 dan Sim Card Simpati 081245505886 
Dirampas untuk dimusnahkan 
f. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp 5.000 (lima ribu rupiah) 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi 
Elektronik yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen 
Dalam Putusan No 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, 
keterangan terdakwa, alat bukti, syarat objektif dan subjektif seseorang 
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dapat dipidana, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam 
amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa: 
a. Menyatakan Terdakwa ADE ANGGARA Alias ADE Bin BASRI 
MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Penipuan Melalui Transaksi Elektronik 
yang Mengakibatkan Kerugian bagi Konsumen”; 
b. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 
(lima puluh juta rupiah); 
c. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 
e. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar print out Internet Banking pengiriman uang 
pembelian tiket pesawat; 
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran pengiriman uang 
pembelian tiket pesawat; 
- 2 (dua) lembar print screen Transaksi Internet Banking 
pengiriman uang pembelian tiket pesawat; 
- 2 (dua) lembar print screen percakapan pelapor dengan LK. 
Ade Anggara Via Media Sosial LINE; 
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan 
No Rekening 152-001-359-9473 atas nama FIRMANSYAH 
RAHMAT; 
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Tetap terlampir dalam berkas perkara 
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri an. Firmansyah Rahmat, 
warna putih hitam No seri 4617008102768108; 
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA No Rekening 8315008031 an. 
Ade Anggara warna kuning dengan Nomor Seri 
6019002640127256; 
Dikembalikan kepada yang berhak 
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung J7 warna hitam 
Type/Model SM-J700F menggunakan SIM Card AS 
085398859610 IMEI 352847072112707 dan IMEI 
352846072112709; 
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung model GT-E1272 
warna putih IMEI 1: 358305/06/082017/3 dan IMEI 2: 
358306/06/082017/1 menggunakan SIM Card As 
085235604898 dan Sim Card Simpati 081245505886; 
Dirampas untuk dimusnahkan 
f. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp 5.000 (lima ribu rupiah); 
 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara tersebut adalah: 
- Menimbang, bahwa setelah surat dakwa dibacakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum, atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan 
tidak keberatan dan membenarkannya; 
- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan saksi dalam persidangan yang terdiri dari : 1. Saksi 
Adriana Razak, 2. Saksi Fakhrun Bin Alm. Kamaluddin, 3. Saksi 
Firmansyah Rahman Alias Cimmang Bin Rahman Daud telah 
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memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai apa yang 
diberikan di depan penyidik dan keterangannya telah termuat di 
berita acara persidangan dimana keterangan tersebut telah 
dibenarkan terdakwa; 
- Menimbang, bahwa terdakwa yang dalam persidangan telah 
meberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui 
perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam 
berita acara persidangan ini; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan 
keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka 
unsur-unsur yang mendukung dalam pasal dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; 
- Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan 
penghapus pidana baik alasan pembenar dan alasan pemaaf 
dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan 
terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; 
- Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa 
akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan 
perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: 
 
a. Hal-hal yang memberatkan: 
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pr. ANDI 
ADRIANA RAZAK Alias RIA Binti H. ANDI ABD RAZAK 
sebagai konsumen menderita kerugian sebesar Rp 
84.500.000 (delapan puluh empat lima ratus rupiah) 
 
b. Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali 
kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan; 
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah membuat surat 
perdamaian dan kesepakatan bersama dimana 
Terdakwak akan mengembalikan uang saksi korban 
tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah); 
- Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
- Menimbang, karena terbukti bersalah maka terdakwa dibebani 
pula membayar biaya perkara; 
 
2. Analisis Penulis  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan 
persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka 
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menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yang didakwakan 
kepada terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 28 
ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur sebagai 
berikut: 
a. Unsur Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: 
- Unsur “Setiap Orang” 
Setiap orang adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang 
melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan ini telah 
diperiksa identitas diri terdakwa ADE ANGGARA Alias ADE Bin BASRI 
MAHMUD dalam kedudukannya sebagai orang atau subjek hukum 
pelaku tindak pidana yang mempunyai hak dan kewajiban serta 
kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawab atas perbuatannya 
melakukan tindak pidana.   
- Unsur “Dengan sengaja” 
Dengan sengaja adalah sesuatu perbuatan yang dikehendaki dan 
mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum. Dalam 
pembuktian unsur “dengan sengaja” harus memperhitungkan situasi 
dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang 
melakukan tindak pidana. Pada kasus Nomor 
1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS dapat dilihat bahwa pada bulan februari 
2016 terdakwa dikenalkan dengan Pr. ANDI ADRIANA RAZAK 
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kemudian terdakwa mulai berkomunikasi via telepon dengan Pr. ANDI 
ADRIANAN RAZAK dan berteman di sosial media LINE akan tetapi 
terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Pr. ANDI ADRIANA 
RAZAK. Terdakwa mengakui bahwa tidak mempunyai usaha travel 
penjualan tiket pesawat, terdakwa mendapatkan tiket dari teman 
terdakwa yang betul memiliki usaha travel kemudian tiket yang 
terdakwa dapatkan tersebut terdakwa jual kembali.  
- Unsur “Dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen 
dalam transaksi elektronik” 
Berita bohong adalah informasi yang berisikan hal-hal yang tidak 
sesuai fakta/kenyataannya. Sedangkan “menyesatkan” adalah perbuatan 
mempengaruhi orang lain untuk berbuat kesalahan atau perbuatan yang 
tidak dikehendakinya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa 
sekitar akhir bulan februari 2016 Pr. ANDI ADRIANA RAZAK 
menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan bahwa ingin 
memesan tiket sebanyak 47 seat dan walaupun terdakwa tidak 
mempunyai travel tetapi terdakwa kemudian menyanggupi pemesanan 
tiket tersebut dan meminta uang pembelian tiket yang telah dipesan yaitu 
sebesar Rp 84.500.000 ( delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) 
selanjutnya Pr. ANDI ADRIANA RAZAK meminta No Rekening kepada 
terdakwa karena ingin melakukan transfer uang harga pembelian tiket, 
pada saat itu terdakwa mengirimkan No Rekening BCA dengan No Rek 
8315008032 atas nama Ade Anggara dan Rekening Mandiri an. 
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Firmansyah Rahman, kemudian keesokan harinya Pr. ANDI ADRIANA 
RAZAK mengirim uang pembelian tiket pesawat ke Rekening BCA  dan 
Rekening Mandiri dan sebelum uang dikirim oleh Pr. ANDI ADRIANA 
RAZAK, terdakwa telah mengirimkan kode booking akan tetapi setelah 
dilakukan pembayaran tiket kode booking yang terdakwa berikan kepada 
Pr. ANDI ADRIANA RAZAK tidak terdakwa ISSUD selanjutnya uang 
pembelian tiket pesawat milik Pr. ANDI ADRIANA RAZAK terdakwa 
gunakan semua untuk keperluan terdakwa saat liburan ke Bali. 
Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam transaksi elektronik” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
Ancaman pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat 
(2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama 
terdakwa berada didalam tahanan, Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima 
puluh juta rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan denda sebesar 
Rp 5.000 (lima ribu rupiah).  
Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa 
kurang tepat. Melihat saat ini kejahatan-kejahatan melalui media sosial 
sudah sering terjadi dan mudah dilakukan maka perkembangan kejahatan 
melalui sms, internet dan media elektronik lainnya sangat pesat dan 
sering dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu hukuman yang diberikan 
kepada terdakwa kurang memberikan efek jera. 
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Putusan hakim sepatutnya harus memenuhi rasa keadilan bagi semua 
pihak termasuk bagi korban kejahatan dan pelaku kejahatan.  
Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar Rosmaria Bernadette Samosir, S.H beliau berpendapat 
bahwa faktor atau alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan tentunya bermuara pada surat dakwaan yang 
diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan karena sesuai dengan 
fungsinya, bagi hakim surat dakwaan menjadi pedoman dalam 
pemeriksaan sidang dan sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan 
putusan. Hakim tidak boleh memidanakan orang bersalah melakukan 
suatu tindak pidana sedangkan tindak pidana tersebut tidak didakwakan 
oleh jaksa dalam surat dakwaan meskipun terbukti pelaku melakukan 
tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan.  
Dalam kasus Nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama : Pasal 28 
ayat (1) Jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik dan Kedua : Pasal 378 KUHP. Dilihat dari bunyi 
inti pasal yang didakwakan yaitu Pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan : “ 
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen 
dalam Transaksi Elektronik” dan Pasal 378 KUHP disebutkan : 
“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau 
keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan 
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karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya 
memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, 
dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 
empat tahun. Bahwa unsur – unsur yang terdapat dalam kedua pasal 
telah terpenuhi dalam putusan kasus nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS 
Terhadap perkara nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS hakim telah 
memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 
36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Maka menurut penuis putusan yang dberikan 







1. Berdasarkan Putusan perkara Nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS, 
penulis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) 
yang pada umunya kasus penipuan. Pasal yang didakwakan Jaksa 
Penuntut Umum yaitu Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 
ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik Pasal 378 KUHP telah terpenuhi unsur-unsurnya 
didasarkan pada fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan 
saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam perkara putusan nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS 
telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta terdapatnya 
pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang 
meringankan dan hal-hal yang memberatkan serta yang diperkuat 
dengan adanya keyakinan hakim. Namun menurut penulis, sanksi 
pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang memberikan efek 
jera karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa melalui 
Transaksi Elektronik sangat mudah dilakukan dan 
perkembangannya yang sangat pesat melalui SMS, Internet, dan 
media elektronik lainnya.  
51 
B. Saran 
Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang 
penulis kemukakan sebagai berikut: 
1. Masyarakat hendaknya lebih waspada terhadap segala sesuatu 
yang dijual secara online maupun sms atau telepon berhadiah. 
2. Kepolisian harus memperketat keamanan di internet bukan hanya 
untuk mencegah terjadinya prostitusi online tetapi juga akun online 
shop yang melakukan penipuan. 
3. Sanksi yang diberikan seharusnya lebih berat karena modus 
kejahatan melalui media elektronik sangat mudah dilakukan dan 
telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun maka pemberian efek 
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